
67 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi 

ini, maka peneliti menarik kesimpulana sebagai berikut; 

1. Penegakan perda kawasan tanpa rokok di rumah sakit dunda oleh satpol 

pp yang bertugas di Rumah Sakit Dunda belum Optimal, bentuk 

penegakan yang dilakukan oleh satpol pp dan pihak rumah sakit berupa 

slogan-slogan atau gambar berupa tulisan yang bisa dibaca secara jelas 

oleh pengunjung rumah sakit dan penegakan lainnya berupa teguran 

langsung yang dilakukan oleh satpol pp, tanpa memberikan sanksi yang 

tegas atau sanksi pidana atau denda yang termuat dalam pasal 19  bagi si 

perokok dan sampai saat ini belum ada penegakan yang dilakukan oleh 

Satpol PP Kab. Gorontalo  dikarenakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo 

dari Perda Kawasan Tanpa Rokok belum menjadi pegangan mereka dan 

SOP untuk penegakan perda kawasan tanpa rokok belum ada, bukan 

hanya di rumah sakit dunda yang belum ada penegakannya akan tetapi 

seluruh tempat yang ada di Kab. Gorontalo yang termaksud dalam 

kawasan tanpa rokok belum ada penegakannya sampai saat ini. 

2. Faktor faktor yang menghambat penegakan perda kawasan tanpa rokok di 

rumah sakit dunda yang pertama kurangnya sosialisasi tentang kawasan 



68 

 

tanpa rokok, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

kawasan tanpa rokok, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya 

mengkomsumsi rokok dan masih ada pedagang yang berjualan di area 

kawasan tanpa rokok lebih khususnya di rumah sakit dunda, padahal 

sudah diatur dalam pasal 09 peraturan daerah kawasan tanpa rokok.. 

apalagi disaat ini rokok sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat 

sehingga masyarakat merokok tanpa mengenal kawsan tanpa rokok, faktor 

yang sangat mempengaruhi penegakan perda kawasan tanpa rokok. belum 

adanya  peraturan Gubernur tentang kawasan tanpa rokok yang belum 

diterima oleh Satpol PP Kab. Gorontalo. Selain itu belum adanya  SOP 

perda kawasan tanpa rokok yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, 

bukan hanya di Rumah sakit Dunda belum ada penegakannya di tempat 

yang ada di wilayah Kab. Gorontalo belum ada penegakannya oleh Satpol 

PP Kab. Gorontalo. 

5.2 Saran 

Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut; 

1. Agar pelaksanaan peran dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di 

Kabupaten Gorontalo terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 54 Tahun 2011, Sekiranya Pemerintah Perlu Memperhatikan 

Penyediaan SOP. 
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2. Seharusnya didalam Perda Kawasan Tanpa Rokok, harus mengatur 

tentang penyediaan tempat-tempat yang sudah ditentukan sebagai kawasan 

tanpa rokok dan harus ada ruangan untuk merokok bagi para perokok, 

karena rokok sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat. sehingga para 

perokok  lebih sadar akan kawasan tanpa rokok dan akan merokok pada 

tempat yang sudah disediakan dan Seharusnya semenjak peraturan itu 

dikeluarkan sosialisasi atau penyuluhan terus berjalan dan SKPD maupun 

masyarakat bisa bekerjasama untuk penegakan peraturan tersebut. Salah 

satu persyaratan berhasilnya penegakan hukum yang efektif dan 

berkelanjutan adalah adanya dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam 

pelaksanaan hukum tersebut. Dalam konteks penerapan perda KTR. 

Sosialilasi perda  dilaksanakan dengan harapan adanya dukungan yang 

luas dari semua pihak terhadap penerapan KTR diwilayahnya, Sosialisasi 

perda KTR bertujuan agar masyarakat memahami secara mendalam 

tentang apa itu KTR. 

3. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa masih ada pedagang 

yang menjual rokok dalam radius 250 M dari kawasan tanpa rokok lebih 

Khususnya di Rumah Sakit Dunda Limboto. Hal ini bertentangan dengan 

Pasal 09 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2014 Maka, 

diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai permasalahan tersebut. 
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